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PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk percepatan penanggulangan wabah
penyakit menular dibutuhkan peningkatan kemampuan
pelayanan rumah sakit salah satunya dengan
pemenuhan kelengkapan peralatan kesehatan;

bahwa untuk memberikan dukungan kelengkapan
peralatan Kesehatan pada rumah sakit sebagai rujukan
pelayanan kesehatan perorangan terutama pada masa
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman
Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum  Penyaluran  Bantuan

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

www.peraturan.go.id



2020, No.1180

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum  Penyaluran Bantuan

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
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9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016
tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran

Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133)

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan

Menteri Kesehatan:

a. Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum  Penyaluran  Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
790);
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Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum  Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 890);

diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (5) huruf a Pasal 5 ditambahkan angka
3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

a. penghargaan;

b. beasiswa;

C. sarana prasarana; dan/atau

d. Dbantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan dalam bentuk barang untuk
instansi Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah
Daerah/ masyarakat/perseorangan.

(3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diberikan dalam bentuk uang berupa
bantuan pendidikan untuk tenaga kesehatan
nonpegawai negeri sipil.

(4) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk
sarana prasarana medis/nonmedis, peralatan
kesehatan, alat pengolah data, atau dalam bentuk
uang yang digunakan untuk membeli sarana
prasarana medis/nonmedis, peralatan kesehatan,
alat pengolah data wuntuk instansi Pemerintah
Pusat/instansi Pemerintah Daerah/masyarakat.

(5) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik

Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
diberikan dalam bentuk:
a. Uang yang digunakan untuk:

1) pembelian makanan tambahan untuk
Instansi Pemerintah Pusat/Instansi
Pemerintah
Daerah/masyarakat/perseorangan;

2) dukungan dana penyelenggaraan
kepalangmerahan oleh Palang Merah
Indonesia sesuai dengan tugas dan
fungsinya; atau

3) pembelian peralatan Kesehatan bagi
rumah sakit rujukan pelayanan
kesehatan dalam rangka peningkatan
mutu pelayanan Kesehatan terutama
pada masa pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19); dan

b. makanan tambahan, obat, perbekalan

kesehatan, bahan medis habis pakai untuk

Instansi Pemerintah Pusat/Instansi
Pemerintah Daerah/masyarakat/
perseorangan.

(6) Selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b, untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi
Pemerintah Daerah dapat berupa vaksin dan

reagen.

Ketentuan ayat (4) huruf a Pasal 6 diubah, di antara ayat
(4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a),
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Bantuan Pemerintah diberikan secara langsung
kepada penerima bantuan.
(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk

teknis yang dibuat oleh Penanggung Jawab
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Program.
(3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), memuat:

a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;

b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;

c. pemberi Bantuan Pemerintah,;

d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
e. bentuk Bantuan Pemerintah;

rincian jumlah Bantuan Pemerintah;

g. tata  kelola  pencairan dana  Bantuan
Pemerintah;

h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;

i.  pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;

j-  ketentuan perpajakan; dan

k. sanksi.

(4) Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
mekanisme sebagai berikut:

a. calon penerima Bantuan Pemerintah
mengajukan surat/proposal dalam bentuk
manual dan/atau elektronik;

b. surat/ proposal diverifikasi oleh penanggung

jawab program untuk mendapatkan
persetujuan;
c. surat/proposal yang telah disetujui

mendapatkan penetapan oleh Penanggung
Jawab Program;

d. Penanggung Jawab Program memberikan
Bantuan  Pemerintah  kepada  penerima
Bantuan Pemerintah yang dibuktikan dengan
berita acara penerimaan; dan

e. penerima Bantuan Pemerintah melakukan
proses pemenuhan persyaratan hibah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4a) Dalam hal pemberian bantuan berupa uang untuk

pembelian peralatan Kesehatan sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 3):
a. pembuktian Penanggung Jawab Program
memberikan Bantuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
berupa dokumen bukti transfer kepada
rekening rumah sakit penerima Bantuan
Pemerintah; dan
b. penerima bantuan pemerintah harus
menggunakan dana yang diterima sesuai
dengan perjanjian kerja sama yang disepakati
dan bertanggung jawab penuh terhadap proses
perencanaan, pelaksanaan, dan
pemanfaatannya.
(5) Pengalokasian, penyediaan barang, dan penyaluran
Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan
Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7
Penerima Bantuan Pemerintah wajib memelihara
bantuan yang telah diterima dan/atau menggunakan
bantuan sesuai dengan peruntukannya dan

mempertanggungjawabkan penggunaannya

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Oktober 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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